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BAB V

PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Pengaturan kepemilikan tanah secara Absentee sudah diatur dalam
bebrapa regulasi diantaranya UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 56 Prp
Tahun 1960, dan PP No. 224 Tahun 1961 sebagaimana telah diubah
Menjadi PP No. 41 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah
dan ganti rugi. Pengecualian terhadap kepemilikan tanah Absentee
dituangkan dalam Pasal 24 UUPA dimana dalam penjelasanya untuk
kepemilikan tanah Absentee bisa berupa sewa-menyewa, bagi hasil, dan
hak guna bangunan.

2. Implentasi pelaksaan penangan tanah Absentee oleh kantor pertanahan
kabupaten Sumbawa dilakukan dengan cara bahwa kantor pertanahan Kab.
Sumbawa telah melalukan upaya untuk mencegah terjadinya kepemilikan
tanah secara Absentee namun masih saja terjadi kepemilikan Tanah secara
Absentee ini dikarena masyarakat tidak mengetahui tentang adanya
larangan terhadap kepemilikan Tanah secara Absentee, kepemilikan tanah
secara Absentee baru diketehui oleh BPN Kab. Sumbawa jika adanya
program seperti program PTSL. Dalam penangan pencegahan kepemilikan
tanah Absentee BPN Kab. Sumbawa telah melakukan beberapa program
untuk mencegah terjadinya kepemilikan tanah secara Absentee diantaranya
memberikan pemahaman tentang tanah Absentee melalui penyuluhan,

menjelaskan kepeda masyarakat yang memohon pelayanan rutin dikantor
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petanahan terkait dengan peraturan yang ada salah satunya terkait dengan

kepemilikan tanah Absentee,

B. Saran

1. Ketentuan untuk menentukan larangan kepemilikan tanah absentee/guntai
yang tidak ada, harus tetap ditinjau yang memadai untuk pengembangan
dan kebutuhan komunitas saat ini. Dalam hal ini, perlu
mempertimbangkan kembali jarak antara pemilik tanah domisili dan
lokasi tanah yang memperhitungkan kemajuan di bidang teknologi
transportasi, jarak antara bagian bawah tidak memiliki hambatan untuk
kemanjuran dan produktivitas secara optimal untuk diproses.

2. Memperbarui dan menyesuaikan sanksi pelanggaran perintah larangan
sesuai dengan situasi perkembangan saat ini dan lebih memperhatikan
pelaksanaannya. Dari segi materiil, seluruh pelarangan absensi/milik
kelompok merupakan produk tahun 1960-an, sehingga ide-ide pada masa

itu tidak lagi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini.
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